PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
REPUBLI K | NDONESI A ( PERPU)
NOMOR 1 TAHUN 1969 (1/1969)
TENTANG
BENTUK- BENTUK USAHA NEGARA

Presi den Republik Indonesi a,

anlnbang
bahwa Perusahaan- perusahaan Negara sebagai unit ekonom yang
tidak terpisahkan dari sitim ekonom Indonesia, perlu segera
di sesuai kan pengaturan dan penbi naannya nenurut isi dan jiwa
Ketetapan Majelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara  No.
XX/ MPRS/ 1966.

b. bahwa dal am kenyat aannya terdapat usaha Negara dal am bent uk
Per usahaan Negara ber dasar kan Undang-undang No. 19 Prp. tahun
1960 yang dirasakan tidak effisien, sehingga di pandang perlu
unt uk segera nenerti bkannya kenbal i;

C. bahwa karena keadaan nenaksa, sehubungan dengan perlu segera
adanya tindakan yang cepat guna nenganmankan kekayaan Negara
yang tertanam dal am usaha-usaha Negara. mnmaka pengaturannya
di kel uarkan al am bent uk Perat uran Penerintah Pengganti Undang-

undang,

Mengi ngat :

1. Pasal 20 ayat (1). pasal 22 ayat (1) dan pasal 33 Undang-
undang Dasar 1945;

2. Ketatapan Majelis Pernusayawaratan Rakyat Senmentara No.
XX/ MPRS/ 1966:

3. I ndonesi sche Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419 sebagai nana yang
tel ah beberapa kali dirubah dan ditanbah);

4. Kitab Undang-undang Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23 sebagai mana
yang tel ah beberapa kali diubah dan ditanbah);

5. Undang- undang No. 19 Prp. tahun 1960 (Lenbaran- Negara Republik
I ndonesia tahun 1960 No. 59, Tanbahan Lenbaran- Negara No.
1989);

Menut uskan :

Menet apkan:

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Bent uk- bent uk
Usaha Negar a.

BAB |I.
KETENTUAN UMUM

Pasal 1.

Kecuali dengan atau berdasarkan Undang-undang, ditetapkan
| ai n, usaha-usaha Negara berbentuk perusahaan di bedakan dal am
1. Perusahaan Jawat an, di si ngkat PERDIAN
2. Perusahaan Unum di si ngkat PERUM



3. Perusahaan Per seroan, disingkat PERSERO
Pasal 2.

(1) PERJAN adal ah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur
menur ut ket ent uan- ket entuan yang termakt ub dal am | ndonesi sche
Bedrijvenwet (Stbl. 1927: 419 sebagai mana yang tel ah beberapa
kal i di ubah dan ditanbah).

(2) PERUM adal ah Perusahaan Negara yang didirikan dan diatur
ber dasar kan ket entuan- ketentuan yang ternmaktub dal am Undang-
undang No. 19 Prp. tahun 1960.

(3) PERSERO adal ah penyertaan Negara dalam perseroan terbatas
seperti diatur nenurut Kketentuan-ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Stbl. 1847: 23 sebagai mana yang tel ah
beberapa kali duubah dan ditanbah).

Pasal 3.

(1) Penyertaan Negara dal am suat u PERSERO sebagai nana yang tersebut
dal am ayat (3) pasal 2 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-
undang ini berupa dan berasal dari kekayaan Negara yang
di pi sahkan.

(2) Pem sahan kekayaan Negara untuk dijadi kan nodal penyertaan
Negara dal am PERSERO dil aksanakan sesuai dengan Kketentuan
per undang- undangan yang ber | aku.

(3)Cara-cara penyertaan dan penata-usahaan pem likan Negara atas
PERSERO akan di atur |ebih |anjut dengan Peraturan Penerintabh.

BAB I1.
KETENTUAN PERALI HAN

Pasal 4.

Semua Perusahaan Negara yang didirikan berdasarkan Undang-undang
No. 19 Prp. tahun 1960 yang akan diali hkan ke dal am bentuk PERJAN
dan PERSERO sebagai mana yang dimaksudkan dal am ayat-ayat (1) dan
(3) pasal 2 Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang i ni
di t et apkan dengan Peraturan Penerintah, dengan ketentuan bahwa
kekayaan Negara yang tel ah tertanam dal am Perusahaan Negara yang
ber sangkut an dapat di | anj ut kan kegunaannya | angsung dal am
per usahaan pengganti nya itu.

BAB I11.
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini dapat di sebut
"Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang Bent uk- bent uk
Usaha Negara 1969."

Pasal 6.

Hal -hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Penerintah



Pengganti Undang-undang ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Pemer i nt ah.

Pasal 7.

Per at ur an Peneri ntah Pengganti Undang-undang ini rmulai berl aku
pada hari tanggal di undangkannya.

Agar supaya setiap orang nengetahuinya, nmener i nt ahkan
pengundangan Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negar a Republ i k | ndonesi a.

Dt etapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1969.
Presi den Republ ik I ndonesi a,

ttd.
SCEHARTO
Jenderal TN

D undangkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 1969
Sekretaris Negara Republik | ndonesia,

ttd.
ALAVBIAH
Mayor Jenderal TN
PENJELASAN
ATAS

PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1969
TENTANG
BENTUK- BENTUK USAHA NEGARA

PENJELASAN UMUM

A Sebagai mana di ket ahui bahwa pada waktu yang |alu dengan Undang-
undang No. 19 Prp. tahun 1960 telah diusahakan adanya
keseragaman dal am cara nengurus dan nenguasai serta bent uk-
bentuk dari usaha Negara yang ada pada waktu itu.

Usaha unt uk nenyer agankan bai k nmengenai cara mengurus dan nenguasa
maupun mengenai bent uk- hukum dari usaha-usaha Negara tersebut
wal aupun secara fornmal telah terpenuhi, tetapi secara nateri al
masi h terdapat banyak kesulitan, antara |ain karena Undang-
undang No. 19 Prp. tahun 1960 tidak atau belum terl aksana
sel uruhnya. Dalam kenyataannya terdapat usaha Negara dal am
bentuk Perusahaan Negara nenurut Undang-undang No. 19 tahun
1960 yang secara ekonom s dirasakan tidak effisien.

Dal am Ketetapan Mjelis Pernusyawaratan Rakyat Senentara No.



XXI'I1/MPRS/ 1966 telah digariskan suatu ketentuan, bahwa
per anan Penerintah dal am bi dang ekonom harus | ebi h ditekankan
pada pengawasan arah kegiatan ekonom dan bukan pada

penguasaan yang sebanyak rnungkin dari kegi at an- kegi at an
ekonom . Dal am rangka penbi naan dan pengendal i an usaha-usaha
Negar a, ket ent uan t er sebut di sel enggar akan dengan

nmenper gunakan azaz-azaz de-birokratisasi dalam pengawasannya
dan dekonsentrasi dal am pengurusan/ pengel ol aannya. D sanpi ng
ket entuan tersebut di atas, telah pula digariskan bahwa azas-
azas effisiensi harus pula nenjadi patokan Penerintah dal am
kegi at annya dal am bi dang ekonom .

Dal am rangka pel aksanaan ketentuan-ketentuan termaksud dal am
Ketetapan MP.R'S. No. XXIII/MRS/ 1966 tersebut di atas, oleh
Penerintah berdasarkan Instruksi Presiden No. 17 tahun 1967
tel ah di gari skan kebijaksanaan untuk nenggol ongkan/ menbedakan
usaha- usaha Negara secara tegas-tegas dal amtiga bentuk, yakni
Per usahaan (Negara) Jawatan, Perusahaan (Negara) Perseroan dan
Per usahaan (Negara) Urum

Dal am hubungan dengan Instruksi Presiden tersebut di atas,
Departenen-departenen yang nenbawahi  Perusahaan- perusahaan
Negara telah nengadakan |angkah-|angkah persiapan yang
di perl ukan kearah penggol ongan Per usahaan- perusahaan Negar anya
ke dal am keti ga bent uk i ni.

Pener bi tan dan penggol ongan kenbal i Perusahaan- perusahaan Negara ke
dal am ketiga bentuk usaha Negara termaksud di atas didasarkan
pul a atas kenyataan bahwa tidak senmua usaha dan kegi atan dari
usaha-usaha Negara sebagai suatu perusahaan dapat diusahakan
secara ekonoms dalam bentuk Perusahaan Negara sebagai nana
yang di naksudkan dal am Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960.

Dasar pertinmbangan untuk nengel uarkan materi penerti ban usaha-usaha
Negara ini dalam bentuk PERPU adalah, bahwa perlu segera
di anbi | ti ndakan-ti ndakan yang cepat untuk  nenganmankan
kekayaan Negara yang telah tertanam dal am usaha Negara, agar
dengan dem ki an dapat di manf aat kan  sebai k- bai knya bagi
per ekonom an | ndonesia sesuai dengan |andasan Ketetapan No.
XX/ MPRS/ 1966.

B. Dengan berl akunya Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
ini, maka yang di maksud dengan Perusahaan Negara i al ah:

a. Senua perusahaan vyang didirikan dan diatur nenurut
ketentuan |.B.W (Stbl. 1927 : 419); perusahaan ini
di namakan PERJAN.

b. Senmua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang
diatur nenurut hukum Kitab Undang-undang Hukum Dagang
(Stbhl. 1847 : 23) baik yang saham sahammya untuk
sel uruhnya maupun unt uk sebagi annya dimliki ol eh Negara
dari kekayaan Negara vyang dipisahkan; perusahaan i ni
di namakan PERSERQO

c. Senua perusahaan yang nodal nya seluruhnya dimliki oleh
Negara dari kekayaan Negara yang dipisahkan dan yang
tidak di bagi atas saham saham yang didirikan dan diatur
ber dasarkan ket entuan-ketentuan Undang-undang No. 19
Prp. tahun 1960; perusahaan ini dinamakan PERUM



Bai k

I ndonesi sche Bedrijvenwet (Stbl. 1927 : 419); Kitab Undang-
undang Hukum Dagang (Stbl. 1947 : 23) maupun Undang-undang No.
19 Prp. tahun 1960 sanpai saat ini nmasih tetap berl aku. Karena
itulah inti yang terkandung dalam Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini adalah bahwa Penerintah dapat
nmengadakan usaha-usaha Negara di luar yang telah ditentukan
dal am Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1960, dan ol eh karena
itu sistimatik Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang
i ni hanya penunjukan saja kepada peraturan perundang-undangan
t ersebut sebagai wadah- hukum bagi usaha-usaha Negara nenur ut
bent uk dan sifat usahanya nmasi ng- masi ng.

Usaha-usaha Negara di luar ketiga bentuk ini (PERJAN, PERSERO dan

PERUM)  bukanl ah perusahaan nenurut Peraturan Penerintah
Pengganti Undang-undang ini. Dengan dem ki an bagi usaha-usaha
Negara yang baru akan didiri kan dan pengaturannya harusl ah
menurut ket entuan-ketentuan yang berlaku bagi jenis usaha
Negara yang ber sangkut an.

Sebagai ketentuan peralihan di dal am Peraturan Penerintah Pengganti

Bagi

Undang-undang ini ditetapkan bahwa bagi usaha-usaha Negara
yang senul a didirikan berdasarkan ketentuan-ketentuan Undang-
undang No. 19 Prp. tahun 1960 dan vyang akan dialihkan
bent uknya ke dal am bentuk PERJAN atau PERSERO, pel aksanaannya
akan dil akukan, dengan Peraturan Penerintah. Hal ini sejalan
dan untuk nenanpung ketentuan pada pasal 32 Undang-undang No.
19 Prp. tahun 1960 yang nenet apkan bahwa penbubaran Perusahaan
Negara yang sedemkian ini harus dilakukan dengan Peraturan
Penmeri ntah, sebab pengalihan bentuk pada hakekatnya berarti
nmenbubar kan Perusahaan Negara (badan-hukum yang semul a.
Sedangkan bagi Perusahaan- perusahaan Negara dengan bent uk yang
sedem ki an ini yang tidak dialihkan kedal am bentuk PERJAN at au
PERSERO dengan sendirinya bentuk selanjutnya disebut sebagai
PERUM

usaha- usaha Negara yang sudah didirikan berdasarkan dan/atau
sudah tunduk kepada ketentuan-ketentuan |.B.W (Stbhl. 1927 :
419) at au hukum perseroan terbatas nmenurut Kitab Undang- undang
Hukum Dagang (Stbl. 1847 : 23) tidak diperlukan adanya
ket entuan perali han, selain dari nmenyebut kan bentuknya sebagai
PERJAN at au PERSERQO Perusahaan- perusahaan ini tetap nel akukan
tugas dan kewaji bannya dengan kedudukan dan bent uk hukum yang
telah dimlikinya secara sah dan selanjutnya tunduk kepada
ket ent uan- ket ent uan yang ber| aku bagi PERJAN, atau PERSERO

PENJELASAN PASAL DEM PASAL:

Pasal 1.
Cukup j el as.

Pasal 2.
Ayat (1)
Cukup j el as.
Ayat (2)
Cukup j el as.
Ayat (3)
Cukup j el as.



Pasal 3.

Ayat (1)

Cukup j el as.

Ayat (2)

Cukup j el as.

Ayat (3)

Wal aupun nodal penyertaan Negara dalam PERSERO berupa
dan berasal dan kekayaan Negara yang di pi sahkan,
namun nengi ngat bahwa pem sahan kekayaan Negara
unt uk dijadi kan nodal PERSERO nerupakan penanaman
kekayaan Negara ini sangatlah erat hubungannya
dengan kebij aksanaan keuangan Negara, maka di anggap
perlu unt uk mensentral i sasi - kan penat ausahaan
pem | i kan Negar a at as per usahaan- per usahaan
t er sebut ; hal mana akan diatur dalam suatu
Per at ur an Peneri nt ah.

Dal am Peraturan Penerintah ini dinmuat hal-hal | ainnya
yang perlu diatur yakni nmengenai tat a-car a,
penyertaan nodal saham Negara dal am PERSERQO

Pasal 4.

Menurut ketentuan pasal 32 Undang-undang No. 19 Prp. tahun 1
960, mnmmka secara form!| dengan pengalihan bentuk i ni
Per usahaan Negara yang bersangkutan harus dilikw dir dan
hasil 1ikw dasinya harus disetor ke Kas Negara. Dengan
ket entuan peralihan ini dinmungkinkan penggunaan kekayaan
Per usahaan yang | ama ol eh Per usahaan yang
bar u/ pengganti nya akan tetapi yang diberi bentuk hukum
yang | ain.

Unt uk Perusahaan yang akan dialihkan bentuknya, tetap harus
di buat/ di susun neraca |ikw dasinya. Neraca |ikw dasi ini
harus diperiksa dan disahkan oleh D rektorat Akuntan
Negar a.

Pasal 5.
Cukup j el as.

Pasal 6.
Cukup j el as.

Pasal 7.
Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1969
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1969/ 16; TLN NO. 2890



